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ABSTRAK

ANALISIS KEDUDUKAN LIE DETECTION SEBAGAI ALAT BANTU
DALAM TAHAP PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN

BERENCANA

(Studi Pada Kepolisian Daerah Lampung)

Oleh

Shafira Maharani R.P

Penggunaan lie detection didasarkan pada pertimbangan penyidik sebagai alat bantu
sebagaimana diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2009 tentang Tata
Cara dan Persyaratan Permintaan Pemeriksaan Teknis Kriminalistik Tempat Kejadian
Perkara dan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Kepada Laboratorium Forensik
Kepolisian Negara Republik Indonesia. Penggunaan lie detection dalam tahap
penyidikan masih menjadi perdebatan karena para ahli menganggap hasil dari lie
detection tidaklah akurat. Selain itu, kedudukan lie detection dalam penyidikan juga
masih menimbulkan tanda tanya karena tidak ada peraturan hukum yang khusus
mengatur lie detection. Akibatnya, penggunaan lie detection hanya menjadi
pertimbangan penyidik dan bukan sebuah keharusan. Permasalahan dalam penelitian
ini adalah untuk menganalisis kedudukan lie detection untuk mengungkap tindak
pidana pembunuhan berencana dalam tahap penyidikan serta faktor penghambat
penerapan lie detection dalam tahap penyidikan.

Penelitian ini termasuk penelitian yuridis empiris dan yuridis normatif. Adapun
sumber data yang digunakan adalah hasil dari wawancara dengan informan yang
berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti, serta data yang diperoleh dari
bahan-bahan kepustakaan lainnya dengan menggunakan pendekatan kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kedudukan lie detection untuk mengungkap
tindak pidana pembunuhan berencana dalam tahap penyidikan adalah sebagai
petunjuk untuk menggambarkan suatu kejadian atau peristiwa secara utuh dan
membuat terang suatu tindak pidana melalui hasil grafik yang dikeluarkan alat
tersebut. Kedudukan sebuah petunjuk sebagai alat bukti yang sah diatur dalam Pasal
184 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHAP).
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detection, psikolog kepolisian yang khusus bekerja di bagian reserse kriminal baik
umum maupun khusus untuk Polda Lampung dapat dikatakan tidak ada. Selain itu,
faktor kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung proses penggunaan lie
detection yaitu satu ruang khusus yang jauh dari kebisingan dan kedap suara. Faktor
penghambat yang terakhir adalah keterbatasan alat lie detection yang tidak selalu ada
di Polda Lampung. Alat tersebut hanya dipindahkan dari Gedung Badan Reserse
Kriminal, Mabes Polri apabila alat tersebut sangat dibutuhkan.

Kata Kunci: Lie Detection, Penyidikan, Pembunuhan Berencana



ANALISIS KEDUDUKAN LIE DETECTION SEBAGAIALAT
BANTU DALAM TAHAP PENYIDIKAN TINDAK

PIDANAPEMBUNUHANBERENCANA
(Studi Pada Kepolisian Daerah Lampung)

Oleh :

SHAFIRA MAHARANI R.P

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat UntukMencapai Gelar

SARJANA HUKUM

Pada

Bagian Hukum Pidana

Fakultas Hukum Universitas Lampung

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG

2023









RIWAYAT HIDUP

Shafira Maharani Ramadhan Putri, lahir di Kota Tanjung

Karang, Provinsi Lampung pada tanggal 30 Januari 2002.

Penulis lahir dari pasangan buah hati Bapak Asep

Rakhmadin dan Ibu Eva Firdiani dan merupakan anak

pertama dari tiga bersaudara.

Penulis mulai menempuh Pendidikan di Taman Kanak-Kanak (TK) Islam Kamil

pada tahun 2006, kemudian melanjutkan Sekolah Dasar (SD) 3 Bandar Jaya pada

tahun 2007. Kemudian melanjutkan Sekolah Menengah Pertama (SMP) 3

Terbanggi Besar dan lulus pada 2016. Selanjutnya masuk pada Sekolah Menengah

Atas (SMA) Negeri 1 Terbanggi Besar dan lulus pada tahun 2019.

Penulis terdaftar sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung,

Program Pendidikan Strata 1 (S1) pada tahun 2019 melalui jalur SNMPTN. Selama

menjadi mahasiswa Penulis mengikuti kegiatan UKM-F MUN dan Generasi Bank

Indonesia. Penulis juga telah mengikuti pengabdian langsung kepada masyarakat

yaitu Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Sendang Agung, Kecamatan Bandar

Mataram, Lampung Tengah selama 40 hari pada bulan Januari sampai Februari.



MOTTO

“Amor Fati (Love your fate)”

(Friedrich Nietzsche)

“What is meant for you, will reach you even if it is beneath two
mountains, Andwhat is not meant for you will not reach you even

if it’s between your two lips”

(Imam Al Ghazali)

“Work hard in silence, let your success be your noise”

(Frank Ocean)

“You will when you

believe“(Shafira Maharani)
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I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tindak pidana akhir-akhir ini semakin berkembang pesat, tidak seperti dahulu

yang berpusat pada tindak pidana konvensional saja, saat ini tindak pidana

berkembang pada hal-hal lain di sekitar kita. Hal – hal yang tidak biasa pun

bahkan dapat dijadikan suatu tindak pidana jika setiap orang memiliki

perkembangan pola pikir yang berbeda-beda. Salah satu tindak pidana yang

sampai saat ini masih sering terjadi adalah kejahatan tindak pidana pembunuhan.

Menurut Paul Moedikno, kejahatan adalah pelanggaran norma hukum yang

ditafsirkan atau patut ditafsirkan sebagai perbuatan yang merugikan,

menjengkelkan dan tidak boleh dibiarkan. Ketidakpuasan terhadap kondisi dan

keadaan membuat meningkatnya kualitas dan kuantitas kejahatan, apabila

kejahatan meningkat, maka berbagai macam cara dan berbagai macam motif

akan digunakan untuk melancarkan kejahatan tersebut.1

Tindak pidana mencabut nyawa orang lain (selanjutnya disebut “pembunuhan”)

memiliki berbagai motif yang melatarbelakanginya, tetapi biasanya tindak pidana

pembunuhan didasarkan pada motif sengaja atau tidak disengaja dari orang yang

melakukan pembunuhan tersebut. Salah satu motif pembunuhan dapat berupa

1 Paul Moedikno Moeliono, Dikutip dalam Moch Haikhal Kurniawan, Penggunaan Metode Sketsa
Wajah Dalam Menemukan Pelaku Tindak Pidana, Surakarta : Fakultas Hukum Universitas
Muhammadiyah Surakarta, hal 1, 2008.
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motif balas dendam, biasanya diawali oleh tindakan yang begitu menyakitkan oleh

korban sehingga menimbulkan perasaan sakit hati yang berujung pada balas

dendam. Akhirnya, pembunuhan dilakukan untuk memuaskan dendamnya.

Tindak pidana pembunuhan merupakan kejahatan yang sasarannya adalah

menghilangkan nyawa seseorang yang secara manusiawi nyawa seseorang tidak

dapat diganti dengan apapun, perampasan nyawa orang lain sangat bertentangan

dengan Undang-Undang 1945 yang mengatakan bahwa setiap orang berhak untuk

hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Dalam Kitab

Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), diketahui bahwa pembentukan undang-

undang telah bermaksud mengatur ketentuan-ketentuan pidana kejahatan yang

ditunjukan terhadap nyawa orang itu. Dalam buku ke I Bab ke-XIX KUHP yang

terdiri dari tiga belas pasal, yakni dari Pasal 338 sampai dengan Pasal 350.2

Tindak pidana pembunuhan adalah suatu bentuk kejahatan terhadap nyawa

seseorang dimana perbuatan tersebut sangat bertentangan dengan norma-norma

yang ada dalam masyarakat yaitu norma agama dan adat-istiadat, sekaligus

bertentangan dengan norma ketentuan hukum pidana dan hak asasi manusia yaitu

hak untuk hidup. Hal ini dimuat dalam Pasal 338 KUHP yang rumusannya adalah

"Barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain

dipidana karena pembunuhan dengan pidana paling lama 15 tahun

penjara".

Rumusan Pasal 338 KUHP dengan menyebutkan unsur tingkah laku sebagai

menghilangkan nyawa orang lain, menunjukan bahwa kejahatan pembunuhan

2 P.A.F Lamintang, Theo Lamintang, Kejahatan Terhadap Nyawa Tubuh dan Kesehatan, Cetakan
kedua, Jakarta, Sinar Grafika,hlm 11, 2011.
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suatu tindak pidana materil. Pembunuhan bukan hanya sekedar menghilangkan

nyawa seseorang dengan sengaja, tetapi pembunuhan juga didasarkan pada sebuah

perbuatan. Perbuatan yang dimaksud disini yaitu apakah perbuatan itu dilakukan

baik direncanakan terlebih dahulu atau pada saat itu juga (pembunuhan biasa) atau

direncanakan terlebih dahulu berdasarkan rentang waktu (pembunuhanberencana).

Pada prinsipnya, pembunuhan biasa berbeda dengan pembunuhan berencana, dari

segi perbuatan sama-sama menghabisi nyawa orang lain tapi ada yang dilakukan

dengan rentang waktu, terstruktur dan terencana. Pembunuhan berencana

tercantum pada Pasal 340 KUHP

"Barang siapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas

nyawa orang lain, di ancam dengan pidana mati atau pidana

penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama 20

Tahun."

Penerapan pembunuhan berencana, adapun alasan demikian bahwa perbuatan

terdakwa tersebut bukan hanya tentang dia yang menghilangkan nyawa korbannya

tapi tentang dampak yang ditimbulkan dan cara ia menghilangkan nyawa korban.

Perkembangan kejahatan dengan fokus pada pembunuhan berencana dirasakan

semakin sulit bagi kepolisian, kesulitan ini disebabkan oleh beberapa faktor yaitu

untuk menemukan pelaku kejahatan yang sebenarnya dan mencari motif dibalik

pembunuhan berencana tersebut. Selain itu, terdapat faktor psikologis yaitu

kejiwaan pelaku yang terganggu sehingga mengakibatkan terjadinya pembunuhan
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berencana.3 Berdasarkan hal tersebut, maka perlu dibutuhkan metode lain untuk

mengungkap kejahatan tindak pidana pembunuhan berencana yang semakin

berkembang, salah satunya adalah dengan menggunakan metode Lie Detection

yang berada dalam lingkup ilmu psikologi forensik.

Lie Detection adalah suatu alat guna mendeteksi apakah seseorang itu bohong atau

jujur, alat ini biasanya dipakai di pengadilan, sebab alat ini berguna untuk

mengetes para terdakwa apakah ia bersalah atau tidak. Lie Detection mendeteksi

kebohongan seseorang melalui gelombang. Bila seseorang berbohong maka

gelombang akan bergetar cepat, dan bila seseorang benar maka gelombang akan

bergetar perlahan.4

David W Martin dari North Carolina State University memberikan pengertian

mengenai Lie Detection yaitu sebagai alat untuk mengukur tingkat emosi

seseorang. David W Martin berpendapat bahwa manusia tidak dapat dipercaya

untuk mengukur tingkat emosi seseorang. Kebohongan seseorang dapat terdeksi

melalui respon fisiologis melalui tingkat emosinya yang terlihat dari pengukuran

laju pernafasan, volume darah, denyut nadi dan respon kulit sehingga dapat

diketahui kebenaran yang terjadi.5 Namun di Indonesia peran alat Lie Detection

ini belum begitu signifikan karena berdasarkan pengamatan penulis hanya kasus

kasus besar dan kasus yang mendapat sorotan media sajalah yang menggunakan

alat Lie Detection ini, padahal alat tersebut dapat menjadi alat bantu dalam

mengungkap suatu tindak pidana pembunuhan khususnya pembunuhan berencana.

3 Dani Ramadhan, Bambang Dwi Baskoro, Sukinta, Peranan Psikologi Forensik Dalam
Mengungkapkan Kasus Kasus Pembunuhan Berencana Dalam Sistem Pembuktian Menurut
KUHAP, Diponegoro Law Journal Vol.6 No.4, 2017, hlm 2.
4 Ibid.hlm.3
5 http://milikkenyataan.blogspot.co.id/201304/asal-usuldan-cara-kerja-alat.html, didownload pada
tanggal tanggal 3 November 2022
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Berdasarkan beberapa sumber maka terdapat beberapa kasus pembunuhan yang

menggunakan alat lie detector, antara lain :

a. Kasus Pembunuhan Angeline
Pemeriksaan lie detector dengan menggunakan 3 sensor utama, yakni
pneumograph sensor, skin resistant sensor dan blood pressure of cup
menggambarkan frekuensi garis turun dan menaik yang sangat signifikan
kedalam sebuah gambar grafik hasil dari deteksi kebohongan subjek yang
diperiksa. Akhirnya Margriet Megawe ditetapkan sebagai tersangka utama
dari meninggalnya Angeline. Berdasarkan Putusan PN Denpasar Nomor
863/Pid.B/2015/PN Dps Tahun 2016 Margriet Christina Megawe alias Teli,
hakim menjatuhkan hukuman seumur hidup terhadap Margriet Megawe
karena telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak
pidana Pembunuhan berencana dan melakukan exploitasi terhadap anak dan
menelantarkan anak dan perlakuan diskriminasi terhadap anak.

b. Kasus Jessica Wongso
Kasus lainnya yakni Jessica Kumala Wongso diperiksa menggunakan lie
detector pada tahap proses penyidikan, pada saat Jessica dikonfrontasi
mengenai keberadaan es kopi Vietnam, Jessica mengatakan bahwa pada saat
ia mengetahui bahwa ada waiters (pelayan cafe) yang datang dengan
membawa satu gelas es kopi Vietnam Jessica mengatakan “saya assume itu
kopi”, kata assume dalam Bahasa Inggris ini apabila diterjemahkan kedalam
Bahasa Indonesia berarti “memperkirakan”, artinya Jessica mengetahui itu
kopi, atau Jessica curiga bahwa itu bukan kopi. Dalam beberapa hal sederhana
tersebut kalimat yang diutarakan Jessica pada saat proses pemeriksaan
menjadi suatu analisa baru dalam kaitannya dengan hasil lie detector.6

c. Kasus Ferdy Sambo
Kasus besar yang saat ini sedang diperbincangkan yaitu kasus pembunuhan
Irjen FS terhadap Brigadir J pun menggunakan alat lie detection dalam
penyidikan dan persidangannya.

Ketika seseorang berbohong dia akan menunjukan beberapa kalimat verbal yang

salah yang diucapkan berulang kali sebagai suatu wujud koreksi dari akibat

ketidak- sinkronan antara pikiran dan fakta dalam menumpahkannya menjadi

sebuah bentuk kalimat. Hal ini juga dapat menyebabkan ketidak-sinkronan antara

emosi dari subjek yang diperiksa sehingga menghasilkan beberapa pergerakan

6 Vinca Fransisca Yusefin, Sri Mulyati Chalil, Penggunaan Lie Detector (Alat Pendeteksi
Kebohongan) Dalam Proses Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Dihubungkan Dengan Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Jurnal Ilmu
Hukum Wacana Paramarta, 2018
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dada yang terdeteksi oleh sensor pneumograph, tekanan darah yang terdeteksi

oleh sensor blood pressure cuff dan detak jantung yang meningkat sangat

signifikan.7

Penggunaan lie detector dalam kasus pidana dapat membantu penyidik untuk

mengetahui suatu kebenaran dari tindak pidana, khususnya melalui pemeriksaan

yang dilakukan terhadap tersangka. Contohnya, ketika tersangka berbohong maka

alat lie detector mampu menangkap perubahan fisiologis pada tubuh tersangka

seperti perubahan denyut jantung, laju pernapasan, dan volume darah. Seperti

yang sudah dipaparkan diatas, beberapa kasus besar pun menggunakan lie

detector. Namun, tidak sedikit juga ahli yang menganggap penggunaan lie

detector tidak bisa dijadikan alat bukti karena tidak tercantum dalam Pasal 184

Ayat 1 KUHAP dan hanya didasarkan pada pertimbangan penyidik sebagai alat

bantu sebagaimana diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2009.8

Pada saat ini, lie detector mayoritas digunakan untuk kasus pembunuhan

berencana seperti kasus kopi sianida Jessica Wongso, kasus pembunuhan

Angeline, dan kasus yang saat ini sedang mendapat banyak sorotan yaitu kasus

Ferdi Sambo. Lie detector memang bermanfaat dalam penyidikan karena dapat

menjadi pertimbangan penyidik dan membuat terang suatu tindak pidana namun

hasil dari lie detector tidak dapat langsung dipercaya karena membutuhkan

keterangan ahli yang dapat mendukung pengungkapan perkara. Oleh karena itu,

penulis melihat adanya urgensi dalam kedudukan lie detector dalam pembuktian

7 Ibid.
8Putu Tissya, I Wayan Bela, Pengaturan Alat Bantu Pendeteksi Kebohongan (Lie Detector) Di
Pengadilan Dalam Pembuktian Perkara Pidana, Jurnal Kertha Semaya, Vol. 10 No. 3 Tahun 2022,
hlm. 506-516.



7

terhadap tindak pidana pembunuhan berencana karena meski tidak diatur dalam

Pasal 184 Ayat 1 KUHAP, namun lie detection dapat menjadi alat bukti dalam

persidangan melalui keterangan ahli seperti psikolog. Selain itu, penulis juga

melihat bahwa tidak semua kasus pembunuhan berencana dapat menggunakan alat

lie detector.

Penggunaan lie detection dalam tahap penyidikan masih menjadi perdebatan

karena para ahli menganggap hasil dari lie detecion tidaklah akurat. Selain itu,

kedudukan lie detection dalam penyidikan juga masih menimbulkan tanda tanya

karena tidak ada peraturan hukum yang khusus mengatur lie detection. Akibatnya,

penggunaan lie detection hanya menjadi pertimbangan penyidik dan bukan sebuah

keharusan. Berdasarkan masalah tersebut maka penulis akan melakukan penelitian

dengan judul : Analisis Kedudukan Lie Detection Sebagai Alat Bantu Dalam

Tahap Penyidikan Untuk Mengungkap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana

(Studi Pada Polda Lampung).

B. Rumusan Masalah Dan Ruang Lingkup Penelitian

1. RumusanMasalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas dapat penulis kemukakan beberapa

permasalahan sebagai berikut :

a. Bagaimanakah Kedudukan Lie Detection Untuk Mengungkap Tindak Pidana

Pembunuhan Berencana Dalam Tahap Penyidikan (Studi Pada Polda

Lampung) ?

b. Apakah Faktor Penghambat Penerapan Lie Detection Dalam Tahap

Penyidikan (Studi Pada Polda Lampung) ?
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2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam penelitian ini akan difokuskan pada hal-hal yang berkaitan

dengan penggunaan Lie Detection dalam tahap penyidikan terhadap tindak pidana

pembunuhan berencana sehingga dapat ditemukan kebenaran materiil. Sedangkan

dalam lingkup substansi penelitian ini hanya terbatas pada kasus pembunuhan

berencana yang menggunakan lie detection dan melakukan studi di Polda

Lampung. Penelitian ini akan dilaksanakan pada tahun 2023.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini merupakan bentuk sumbang pikiran yang bermanfaat

khususnya di bidang ilmu pengetahuan hukum pidana yaitu :

a. Untuk Mengetahui Kedudukan Lie Detection Untuk Mengungkap Tindak

Pidana Pembunuhan Berencana Dalam Tahap Penyidikan (Studi Pada Polda

Lampung)

b. Untuk Mengetahui Faktor Penghambat Penerapan Lie Detection Dalam Tahap

Penyidikan (Studi Pada Polda Lampung)

2. Kegunaan Penelitian

Manfaat atau kegunaan penelitian setidak – tidaknya ada 2 (dua) macam yaitu:

a. Kegunaan Teoriris

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk menambah

kajian ilmu hukum pidana, khususnya yang berhubungan dengan kedudukan

lie detection untuk mengungkap tindak pidana pembunuhan berencana dalam

tahap penyidikan. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi masukan bagi

pembuat UU, legislatif, dan pemerintahan.
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b. Kegunaan Praktis

Secara praktis hail penulisan skripsi ini diharapkan dapat berguna sebagai

bahan masukan bagi para praktisi/aparat penegak hukum dan masyarakat,

dalam mengetahui peranan alat lie detection dalam tahap penyidikan.

D. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi

dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya yang bertujuan

untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap

relevan oleh peneliti. 9 Kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini

adalah :

a. Teori Alat Bukti Dalam Hukum Acara Pidana

Alat bukti ialah upaya pembuktian melalui alai-alat yang diperkenankan untuk

dipakai membuktikan dalil-dalil atau dalam perkara pidana dakwaan disidang

pengadilan, misalnya keterangan terdakwa, kesaksian, keterangan ahli, surat,

petunjuk, dan termasuk persangkaan dan sumpah.10

Menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Pasal

184 (1) ada disebutkan bahwa alat bukti yang sah ialah:

1. Keterangan Saksi;
Menurut Pasal 1 Ayat 27 Undang-Undang No.1 Tahun 1981, keterangan
saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa
keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar
sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari
pengetahuannya itu.

9 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta, UI Pres, 1986, hlm.124.
10 Soebekti dan R Tjitrosoudibjo, Kamus Hukum, Jakarta, Pradnya Paramita, 1980, Hlm.21.
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2. Keterangan Ahli
Menurut Pasal 1 Ayat 28 Undang-Undang No.1 Tahun 1981, keterangan
ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki
keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu
perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.

3. Surat
Menurut Pasal 187 Undang-Undang No.1 Tahun 1981, surat sebagai alat
bukti yang sah menurut undang-undang adalah surat yang dibuat atas
sumpah jabatan, atau surat yang dikuatkan dengan sumpah.

4. Petunjuk
Menurut Pasal 188 Undang-Undang No.1 Tahun 1981, petunjuk adalah
perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara
yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri,
menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.

5. Keterangan Terdakwa
Menurut Pasal 189 Undang-Undang No.1 Tahun 1981, keterangan
terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang pengadilan tentang
perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri.

b. Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Menurut Soerjono Soekanto, masalah pokok penegakan hukum terletak pada

faktor yang mempengaruhinya, faktor tersebut mempunyai arti yang netral, faktor

faktornya adalah sebagai berikut :11

1. Faktor hukumnya sendiri, yang dimana hanya dibatasi pada undang undang
saja.

2. Faktor penegak hukum dimana pihak-pihak yang membentuk maupun
menerapkan hukum.

3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, dimana lingkungan hukum tersebut berlaku dan
ditetapkan.

5. Faktor kebudayaan, dimana sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang
berdasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

2. Konseptual

Konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-

konsep khusus, yang merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan dengan

11 Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta, Rajawali
Pers, 2007.
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istilah yang ingin diteliti, bahwa suatu konsep atau suatu kerangka konsepsionil

pada hakekatnya merupakan suatu pengarah, atau pedoman yang lebih kongkrit

daripada kerangka teoritis yang seringkali masih bersifat abstrak. 12 Agar

memberikan kejelasan yang mudah untuk dipahami sehingga tidak terjadi kesalah

pahaman terhadap pokok-pokok pembahasan dalam penulisan, maka akan

dijabarkan beberapa pengertian mengenai istilah-istilah yang berkaitan dengan

judul penulisan skripsi ini, yaitu:

a. Lie Detection adalah suatu alat guna mendeteksi apakah seseorang itu bohong

atau jujur, alat ini biasanya dipakai di pengadilan, sebab alat ini berguna untuk

mengetes para terdakwa apakah ia bersalah atau tidak. Lie Detection

mendeteksi kebohongan seseorang melalui gelombang. Bila seseorang

berbohong maka gelombang akan bergetar cepat, dan bila seseorang benar

maka gelombang akan bergetar perlahan.13

b. Alat Bantu adalah bagian penting dalam penyidikan karena digunakan untuk

mengungkap dan membuat terang suatu tindak pidana.14

c. Pengertian penyidikan tercantum dalam Pasal 1 Ayat 2 KUHAP yaitu dalam

Bab I mengenai Penjelasan Umum, yaitu: “Penyidikan adalah serangkaian

tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-

undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu

12 Soerjono Soekanto, Pengantar Sosiologi Hukum, Jakarta, Bhratara Karya Aksara, 1977, hlm.73.
13 Paul Moedikno Moeliono, Dikutip dalam Moch Haikhal Kurniawan, Penggunaan Metode
Sketsa Wajah Dalam Menemukan Pelaku Tindak Pidana, Surakarta : Fakultas Hukum Universitas
Muhammadiyah Surakarta, hal 1, 2008.
14 Faizal Imam Bachtiar, Fungsi Alat Bukti (Sidik Jari) Dalam Proses Penyidikan Guna
Mengungkap Tindak Pidana Kejahatan Pencurian (Studi Kasus Di Polresta Surakarta), Fakultas
Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, Jurisprudence, Vol. 4 No. 1Maret 2014.
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membuat terang tentang pidana yang terjadi dan guna menemukan

tersangkanya”

d. Tindak Pidana merupakan tindakan melanggar hukum pidana yang telah

dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat

dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang hukum

pidana telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum. 15

e. Pembunuhan Berencana, Pembunuhan dengan rencana terlebih dahulu atau

disingkat pembunuhan berencana adalah pembunuhan yang paling berat

ancaman pidananya dari seluruh bentuk kejahatan terhadap nyawa manusia,

Pasal 340 KUHPidana yang rumusannya adalah:

“Barangsiapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu

menghilangkan nyawa orang lain, dipidana karena pembunuhan dengan

berencana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama

waktu tertentu, paling lama 20 tahun”

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini untuk mempermudah pembahasan mengenai sistematika

penelitian hukum yang sesuai dengan aturan maka penulis menjabarkan penelitian

skripsi ini terdiri dari lima bab.

Tiap-tiap bab terbagi dalam sub bagian sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Pada bab ini berisikan tentang latar belakang penulisan. Dari uraian latar belakang

tersebut munculah pokok permasalahan dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan

15 Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana 1, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2007, hlm.69.
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penulisan, kerangka teori dan konseptual serta menguraikan tentang sistematika

penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini penulis akan menguraikan kerangka teori yang meliputi tinjauan

tentang ilmu bantu, definisi dan kedudukan lie detection sebagai alat bantu, tugas

dan fungsi Polri dalam penyidikan, pembunuhan berencana dan faktor yang

mempengaruhi penegakan hukum.

III. METODE PENELITIAN

Pada bab ini memuat tentang metode yang digunakan dalam penulisan yang

menjelaskan mengenai langkah-langkah yang digunakan dalam pendekatan

masalah, yaitu dalam memperoleh dan mengklasifikasikan sumber dan jenis data,

penentuan populasi dan sampel, serta prosedur pengumpulan data yang telah

dikumpulkan dilakukan analisis data dengan bentuk uraian.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisikan tentang hasil dari penelitian dan pembahasan di lapangan

terhadap permasalahan dalam penelitian yang akan menjelaskan tentang

kedudukan lie detection sebagai alat bantu dalam tahap penyidikan untuk

mengungkap tindak pidana pembunuhan berencana (studi kasus pada Polda

Lampung)

V. PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan serta saran-saran yang dapat penulis kemukakan kepada

pihak yang terkait agar dapat mengatasi hambatan penyidikan untuk mengungkap

tindak pidana pembunuhan berencana menggunakan lie detection.
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II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Ilmu Psikologi Forensik sebagai Ilmu Bantu dalam Hukum Acara Pidana

Psikologi forensik merupakan bagian dari sains forensik (forensic science) yang

semakin berperan penting dalam proses penegakan hukum. Namun di Indonesia

peran dari ilmu ini belum begitu signifikan. Psikologi forensik berusaha

mengungkap bukti-bukti yang berkaitan dengan mengapa seseorang melakukan

kejahatan dari perspektif ilmu perilaku. Kontribusi psikologi dalam bidang

forensik mencakup area kajian yang luas termasuk membuat kajian tentang profil

para pelaku kejahatan, mengungkap dasar-dasar neuropsikologik, genetik, dan

proses perkembangan perilaku, saksi mata, deteksi kebohongan, menguji

kewarasan mental, kekerasan domestik, dll.16

Hukum acara pidana bertujuan untuk mencari kebenaran materil dari suatu

peristiwa pidana, penemuan kebenaran materil tidak terlepas dari suatu

pembuktian, yang menggambarkan tentang suatu kejadian yang konkrit

membuktikan sesuatu menurut hukum pidana berarti menunjukkan hal-hal yang

dapat ditangkap oleh panca indra, mengutarakan hal tersebut dan berfikir secara

16 Syam, D. R., Baskoro, B. D., & Sukinta. (2017). Peranan Psikologi Forensik Dalam
Mengungkapkan Kasus-kasus Pembunuhan Berencana (Relevansi Metode “Lie Detection” Dalam
Sistem Pembuktian Menurut KUHP). Diponegoro Law Journal, 6(4), 1-15.
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logika, seperti contoh kasus yang terjadi di Bantul Pengirim sate sianida Nani

Apriliani (25) yang mengakibatkan anak pengemudi ojek online meninggal dunia.

Menurut Pakar Psikologi Forensik, Reza Indragiri ini merupakan pembunuhan

berencana. Dari sisi modus, Nani membeli racun, membubuhkannya ke dalam

sate, lalu menyewa jasa ojol untuk mengantarkan sate itu. Meski sate itu dimakan

oleh orang lain, tetap saja rangkaian itu perilaku pembunuhan berencana.17

Pembuktian dalam perkara pidana menurut Pasal 184 KUHAP memerlukan

adanya alat bukti yang sah, yaitu; keterangan saksi, keterangan ahli, surat,

petunjuk dan keterangan terdakwa. Selanjutnya di dalam Pasal 183 KUHAP

menyebutkan bahwa :

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila

sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan

bahwa suatu tindak pidana benar-benar telah terjadi dan bahwa terdakwalah

yang bersalah melakukannya”.

Terbentuknya keyakinan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana didasarkan

pada hasil pemeriksaan alat-alat bukti yang dikemukakan pada proses persidangan

begitu peranan Psikolog Forensik.18

Perkembangan dalam tindak pidana pembunuhan dengan fokus tindak

pembunuhan berencana dalam proses penyelidikannya dirasakan semakin cukup

sulit bagi kepolisian. Kesulitan ini disebabkan antara lain untuk mencari pelaku

kejahatan sebenarnya dan apa yang menjadi motif kejahatan yang dilakukanya

17 Di Akses dari nasional.sindonews.com/read/418454/13/ahli-forensik-sebut-kasus-sate-sianida-
termasuk-pembunuhan-berencana pada tanggal 30 Oktober 2022
18 Yulia Monita, Dheny Wahyudhi, Peranan Dokter Forensik Dalam Pembuktian Perkara Pidana,
Jurnal Fakultas Hukum Universitas Jambi 2017.
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tersebut. Dalam hal kejahatan tindak pidana pembunuhan berencana, pelaku

kejahatan umumnya sudah menyiapkan rencana secara matang dan teratur,

sehingga nantinya pelaku dapat lolos dari jerat hukum yang akan diterimanya di

kemudian hari sebagai tindak pidana yang dilakukannya.19

Berdasarkan hal tersebut, maka perlu dibutuhkan metode lain untuk mengungkap

kejahatan tindak pidana pembunuhan berencana yang semakin berkembang, salah

satunya adalah dengan menggunakan ilmu psikologi forensik. Saat ini kehadiran

ilmu forensik (forensic sciences) tampaknya sudah menjadi bagian yang tidak

terpisahkan dari praktik proses penegakan hukum pidana, mulai dari proses

penyelidikan, penyidikan dan penuntutan di sidang pengadilan.20

Salah satu profesi di bidang ini adalah psikolog forensik yang bertugas untuk

membantu mengumpulkan bukti dengan landasan ilmiah dalam ilmu psikologi

dan ilmu forensik. Penyidik dalam proses penyidikan tindak pidana pembunuhan

berencana memang tidak perlu untuk mengejar pengakuan tersangka, namun

dengan semakin berkembangnya perilaku kejahatan dan kecenderungan para

pelaku tindak pidana pembunuhan berencana berbohong untuk menghindari jerat

hukum, maka semakin Perlu adanya regulasi agar metode Lie Detection (alat

pendeteksi kebohongan) dapat digunakan sebagai barang bukti yang hasil

kesimpulanya dianalisis oleh psikolog forensik.21

19 Syam, D. R., Baskoro, B. D., & Sukinta. (2017). Peranan Psikologi Forensik Dalam
Mengungkapkan Kasus-kasus Pembunuhan Berencana (Relevansi Metode “Lie Detection” Dalam
Sistem Pembuktian Menurut KUHP). Diponegoro Law Journal, 6(4), 1-15.
20 Desi Rahmawati, Putri Pusvitasari, Peran Psikologi Forensik dalam Melakukan Investigasi dan
Penanganan pada Kasus Pembunuhan, Buletin KPIN Vol. 7No. 24 Des 2021.
21 Syam, D. R., Baskoro, B. D., & Sukinta., Op Cit. hlm 3.
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Seorang psikolog forensik sebagai ahli yang akan dihadirkan di sidang pengadilan

haruslah memiliki keahlian keilmuan dan keterangan yang berkualitas ditiap tahap

peradilan dan di muka sidang pengadilan, sehingga diperlukan suatu regulasi dan

kriteria yang jelas agar psikolog forensik dapat memberikan pemahaman logika

berfikir dan keilmuan yang benar dan memiliki analisis akurasi yang tinggi untuk

menyimpulkan hasil dari lie detecton dan kepribadian terdakwa yang melakukan

tindak pidana pembunuhan berencana. Meskipun tidak mengikat, keterangan ahli

dapat dijadikan rekomendasi bagi hakim untuk mengetahui dari sisi teoritik

spesifik, sehingga proses penyelesaian perkara tindak pembunuhan berencana

dapat menjadi terang dan mendapatkan kebenaraan materiil sebagai tujuan dari

proses hukum pidana. Suatu pembuktian yang benar sesuai dengan kebenaran sulit

untuk dicapai, walaupun diberikan dasar pedoman melalui hukum acara pidana

berusaha untuk mendekati sebanyak mungkin persesuaian dengan kebenaran.

Hukum pembuktian memberikan petunjuk bagaimana hakim dapat menetapkan

sesuatu hal cenderung kepada kebenaran. Setiap aliran pembuktian mengajukan

teori yang menjadi dasar dalam pembuktian.22

Sehubungan dengan ketentuan bahwa alat bukti pengetahuan hakim dapat menjadi

dasar terhadap keyakinan hakim sendiri untuk memutuskan suatu perkara.

Sehingga dalam praktek pengadilan disertai jalan pikiran mengenai pendapatan

untuk sesama memeriksa perkara yang dirumuskan menjadi alasan-alasan yang

logis.

22 Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana 1, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2007, hlm.69.
22 Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Cet II, Citra Aditya Bhakti,
Bandung, 1996, Hal 89, hlm. 70.
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B. Kedudukan Lie Detection sebagai Alat Bantu dalam Penyidikan

1. Definisi Lie Detection

Lie Detection adalah suatu alat guna mendeteksi apakah seseorang itu bohong atau

jujur, alat ini biasanya dipakai di pengadilan, sebab alat ini berguna untuk

mengetes para terdakwa apakah ia bersalah atau tidak. Lie Detection mendeteksi

kebohongan seseorang melalui gelombang. Bila seseorang berbohong maka

gelombang akan bergetar cepat, dan bila seseorang benar maka gelombang akan

bergetar perlahan.23

Penggunaan lie detector merupakan salah satu bagian dari instrumen yang ada di

laboratorium forensik, berdasarkan pada Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2009

tentang Tata Cara dan Persyaratan Permintaan Pemeriksaan Teknis Kriminalistik

Tempat Kejadian Perkara dan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Kepada

Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia, dimana peraturan

kapolri tersebut didasarkan pada tugas kepolisian berdasarkan pada Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Penggunaan lie detector tersebut diatur di dalam Pasal 9 ayat (1) berkaitan dengan

jenis-jenis barang bukti yang dapat dilakukan pemeriksaan oleh laboratorium

forensik, yang menyatakan :

“Pemeriksaan laboratoris kriminalistik barang bukti d permintaan tertulis dari :

a. Penyidik Polri;
b. PPNS;

23 Dani Ramadhan, Bambang Dwi Baskoro, Sukinta, Peranan Psikologi Forensik Dalam
Mengungkapkan Kasus Kasus Pembunuhan Berencana Dalam Sistem Pembuktian Menurut
KUHAP, Diponegoro Law Journal Vol.6 No.4, 2017, hlm 2.
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c. Kejaksaan;
d. Pengadilan;
e. POM TNI; dan
f. Instansi lain sesuai dengan lingkup kewenangannya.” 24

Penggunaan lie detector didasarkan pada Surat Perintah Nomor Pol :

Sprin/295/II/1993 tentang Validasi Organisasi Kepolisian Republik Indonesia

yang dikeluarkan pada tanggal 7 Februari 1993 oleh Kepala Kepolisian Republik

Indonesia, yaitu tentang Laboratorium Forensik Polri. Sebelum dikeluarkannya

peraturan tersebut, Laboratorium forensik masih bernama Laboratorium kriminal

dimana pada saat itu laboratorium kriminal belum berbentuk badan khusus seperti

laboratorium forensik saat ini. Penggunaan lie detector merupakan salah satu

instrumen yang dipakai oleh laboratorium forensik yang berfungsi sebagai

lembaga yang membantu penyidik dalam proses penyidikannya. Landasan

filosofis penggunaan lie detector di dalam penyidikan sesuai dengan tujuan

hukum acara pidana yaitu untuk mencari kebenaran materil melalui hukum formil.

Salah satunya adalah penyidikan dalam rangka mencari dan menemukan alat bukti

dengan metode yang bersifat scientific investigation. Lie detector merupakan

salah satu bentuk dari pemeriksaan scientific investigation. 25 Secara filosofis,

penggunaan lie detector didasarkan pada klausul menimbang pada Peraturan

Kapolri Nomor 10 Tahun 2009, dimana dalam rangka mendukung tugas

kepolisian pada hakikatnya merupakan upaya pembuktian secara ilmiah baik

dalam rangka membantu proses penyidikan tindak pidana maupun pelayanan

umum di bidang forensik lainnya. Pemeriksaan Laboratorium Forensik akan dapat

24 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
25 Yahdi Mifta huddin, Penggunaan Lie Detector Sebagai Alat Pendukung Dalam Pengungkapan
Perkara Pidana Pada Tahap Penyidikan Dihubungkan Dengan Uu No. 8 Tahun 1981 Tentang
KitabUndang-Undang Hukum Acara Pidana, Jurnal Fakultas Hukum Unpas, 2018.
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berhasil dan berdaya guna bila permintaan dukungan dilakukan secara cepat,tepat,

dan benar sesuai dengan persyaratan formal dan teknis.

Penggunaan lie detection dilakukan atas dasar permintaan dari penyidik, dimana

penggunaannya berdasarkan pada kebutuhan penyidik, penggunaan lie detection

dilakukan ketika kesulitan dalam memperoleh keterangan-keterangan saksi dan

tersangka.26 Hal tersebut sesuai dengan kriteria-kriteria perkara yang diperiksa

oleh penyidik berdasarkan pada tingkat kesulitannya. Penggunaan lie detection

dilakukan terhadap perkara yang termasuk kriteria perkara sulit seperti yang

dijelaskan di dalam pasal 18 Ayat (3) Perkap Nomor 14 Tahun 2012 tentang

Manajemen Penyidikan, yaitu :27

a. saksi tidak mengetahui secara langsung tentang tindak pidana yang terjadi;
b. tersangka belum diketahui identitasnya atau terganggu kesehatannya atau
memiliki jabatan tertentu;

c. tersangka dilindungi kelompok tertentu atau bagian dari pelaku kejahatan
terorganisir;

d. barang bukti yang berhubungan langsung dengan perkara sulit didapat;
e. diperlukan keterangan ahli yang dapat mendukung pengungkapan perkara;
f. diperlukan peralatan khusus dalam penanganan perkaranya;
g. tindak pidana yang dilakukan terjadi di beberapa tempat;
h. memerlukan waktu penyidikan yang cukup.

Berkaitan dengan jenis-jenis barang bukti yang dapat dilakukan pemeriksaan oleh

Laboratorium Forensik Polri berdasarkan pasal 9 ayat (2) Peraturan Kapolri

Nomor 10 Tahun 2009 tentang Tata Cara dan Persyaratan Permintaan

Pemeriksaan Teknis Kriminalistik Tempat Kejadian Perkara dan Laboratoris

Kriminalistik Barang Bukti Kepada Laboratorium Forensik Kepolisian Negara

Republik Indonesia, yaitu :

26 Ruspian, Kekuatan Alat Bukti Mesin Polygraph Dalam Persidangan Perkara Pidana Di
Indonesia, JOM Fakultas Hukum Universitas Riau Volume VI No. 2 Juli – Desember 2019.
27 Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan
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“Jenis barang bukti yang dapat dilakukan pemeriksaan oleh Labfor Polri meliputi

pemeriksaan bidang fisika forensik, antara lain deteksi kebohongan (lie detector),

analisa suara (voice analyzer), perangkat elektronik, telekomunikasi, komputer

(bukti digital), dan penyebab proses elektrostatis, perlengkapan listrik,

pemanfaatan energi listrik, dan pencurian listrik, dst”

2. Tujuan dan fungsi dari penggunaan lie detector

Pada tahap penyidikan berdasarkan pada Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2009

tentang tata cara dan persyaratan permintaan pemeriksaan teknis kriminalistik

tempat kejadian perkara dan laboratoris kriminalistik barang bukti kepada

Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia terdapat di dalam

konsider menimbang Peraturan Kapolri tersebut, yaitu dalam rangka mendukung

tugas Kepolisian Republik Indonesia yang pada hakikatnya merupakan upaya

pembuktian secara ilmiah baik dalam rangka membantu proses penyidikan tindak

pidana maupun pelayanan umum di bidang forensik lainnya. Selain itu secara

terperinci juga disebutkan mengenai tujuan dari Peraturan Kapolri tersebut, yaitu

di dalam Pasal 2 Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2009, yaitu :

a. Tujuan dari peraturan ini adalah sebagai pedoman bagi petugas pelaksana
penyidikan di lapangan dan menangani TKP dan barang bukti yang
dimintakan pemeriksaan Labfor Polri.

b. Tujuan permintaan pemeriksaan ke Labfor Polri adalah pembuktian secara
ilmiah barang bukti.28

C. Kedudukan, Wewenang, dan Fungsi Polri Dalam Penyidikan

Pengertian dari Polri dapat juga di jumpai dalam Undang-Undang Menurut pasal

1 angka 1 UU No.2 Tahun 2002 tentang kepolisian Negara Republik Indonesia

yaitu kepolisian adalah segala hal awal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga

28 Ibid.
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polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Mengenai fungsi Polri

dijelaskan dalam pasal dijelaskan dalam Pasal 2 Undang-Undang No.2 tahun 2002

tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Fungsi kepolisian adalah salah

'satu fungsi pemerintah/negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban

masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada

masyarakat. Menurut webster, pengertian dari fungsi kepolisian adalah "function"

berarti "performance the special work done by a structure.29 Pada dasarnya yang

di maksud dengan fungsi adalah merupakan segala kegiatan yang dilakukan dalam

rangka melaksanakan tugas-tugas sebaik-baiknya untuk mencapai tujuan.

Sedangkan yang dimaksud dengan tugas polisi, menurut KIST: "Polisi adalah

bagian dari pada kekuasaan eksekutif yang bertugas melindungi negara, alat-alat

negara, demi kelancaran jalannya roda pemerintahan,rakyatnya dan hak-haknya

terhadap penyerangan dan bahaya dengan selalu waspada, dengan pertolongan

dan paksaan”.30

Wewenang penyidik di muat dalam Pasal 7 ayat 1 KUHAP yang menyatakan

bahwa, Penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf a karena

kewajibannya mempunyai wewenang:

a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak
pidana

b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian
c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri
tersangka

d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan
e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat
f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang
g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tesangka atau saksi

29 Momo Lelana, Hukum Kepolisian, PTIK/Gramedia, Jakarta, 1994, hlm.31.
30 Djoko Prakoso, Polri Sebagai Penyidik Dalam Penegakan Hukum, Bina. Akasara, Jakarta, 1987,
Hal 136.
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h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan
pemeriksaan perkara

i. Mengadakan penghentian penyidikan
j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum dengan bertanggung jawab.

Untuk menjaga agar tugas POLRI tetap pada jalan yang benar dan menghindari

penyimpangan oleh anggota-anggota POLRI dalam menjalankan fungsi, tugas dan

wewenangnya, undang-undang No.2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara

Republik Indonsia juga melandasi nilai-nilai religius dan norma-norma kehidupan

seperti yang termuat dalam pasal 19 ayat 1, yang menyatakan bahwa:

"Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, pejabat Kepolisian Negara

Republik Indonesia senantiasa bertindak berdasarkan norma hukum dan

mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan, serta menjunjung tinggi hak

asasi manusia".

D. Pembunuhan Berencana

1. Definisi Pembunuhan Berencana

Pembunuhan berencana adalah suatu pembunuhan biasa seperti Pasal 338 KUHP,

akan tetapi dilakukan dengan direncanakan terdahulu. Pembunuhan berencana

merupakan pembunuhan yang paling berat ancaman pidananya dari seluruh

bentuk kejahatan terhadap nyawa manusia, diatur dalam Pasal 340 KUHP yang

rumusannya adalah:

"Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu menghilangkan

nyawa orang lain, di pidana karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana

mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama 20

tahun".
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2. Unsur – Unsur Tindak Pidana Pembunuhan berencana

Pembunuhan berencana mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

a. Unsur Subyektif, yaitu Dengan sengaja dengan rencana terlebih dahulu

b. Unsur Obyektif, yaitu Perbuatan menghilangkan nyawa, obyeknya nyawa

orang lain

Pasal 340 KUHP dirumuskan dengan cara mengulang kembali seluruh unsur

dalam Pasal 338 KUHP, kemudian di tambahkan dengan satu unsur lagi yakni

“dengan rencana terlebih dahulu". Oleh karena dalam Pasal 340 KUHP

mengulang lagi seluruh unsur Pasal 338 KUHP, maka pembunuhan berencana

dapat dianggap sebagai pembunuhan yang berdiri sendiri (enzelfstandingmisdriif)

lepas dan lain dengan pembunuhan biasa dalam bentuk pokok (338).31

Perbedaan antara pembunuhan dan pembunuhan yang direncanakan yaitu pada

pelaksanaan pembunuhan yang dimaksud Pasal 338 KUHP yaitu dilakukan

dengan spontan seketika pada waktu timbul niat, sedangkan pembunuhan

berencana pelaksanannya ditangguhkan setelah niat itu timbul, untuk mengatur

rencana, cara bagaimana pembunuhan itu akan dilaksanakan. 32

Jarak waktu antara timbulnya niat untuk membunuh dan pelaksanaan pembunuhan

itu masih demikian luang, sehingga pelaku masih dapat berfikir, apakah

pembunuhan itu diteruskan atau dibatalkan, atau pula merencanakan dengan cara

bagaimana ia melakukan perbuatan pembunuhan itu.

3. Syarat Rencana dalam Pembunuhan Berencana

31 Adami Chazami, Op. Cit. him. 81.
32 Ramadhan, Rahmad, Nursiti, Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Terhadap Istri Dan Anak
Kandung, Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Syiah Kuala, Vol. 3(3) Agustus 2019.
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Mengenai unsur dengan rencana terlebih dahulu, pada dasarnya mengandung tiga

unsur syarat :33

a. Memutuskan kehendak dalam suasana tenang;
b. Ada tersedia waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak sampai pelaksanaan
kehendak;

c. Pelaksanaan kehendak (perbuatan) dalam suasana tenang.
d. Memutuskan kehendak dalam suasana tenang, adalah pada saat memutuskan
kehendak untuk membunuh itu dilakukan dalam suasana (batin) yang tenang.

Sebagai indikatornya ialah sebelum memutuskan kehendak untuk membunuh,

telah dipikirkan dan di pertimbangkannya, telah dikaji untung dan ruginya.

Mengenai adanya cukup waktu, dalam tenggang waktu tersebut masih tampak

adanya hubungan antara pengambilan putusan kehendak dengan pelaksanaan

pembunuhan. Dapat dilihat dari indikatornya bahwa dalam waktu itu:

a. Dia masih sempat untuk menarik kehendaknya membunuh.
b. Bila kehendaknya sudah bulat, ada waktu yang cukup untuk dapat memikirkan
misalnya bagaimana cara dan dengan alat apa melaksanakannya, bagaimana
cara untuk menghilangkan jejak untuk menghindar dari tanggung jawab,
punya kesempatan untuk memikirkan rekayasa.

c. Tidak dalam suasana yang tergesa-gesa, amarah yang tinggi, rasa takut yang
berlebihan dan lain sebagainya.

Tiga unsur atau syarat dengan rencana lebih dulu bersifat kumulatif dan saling

berhubungan, suatu kebulatan yang tidak terpisahkan.Sebab bila sudah terpisah

maka sudah tidak ada lagi unsur dengan rencana terlebih dahulu.

E. Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Kedudukan hukum sebagai supremasi tertinggi dalam tatanan masyarkat

bernegara, bukanlah suatu hal yang terjadi begitu saja. Proses panjang telah

berlangsung hingga masyarkat di seluruh dunia sepakat untuk menempatkan

hukum sebagai salah satu pedoman tertulis yang harus dipatuhi dalam rangka

33 Ibid. hlm. 82.
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mencapai ketertiban, keamanan, dan keadilan bersama. Namun demikian, dalam

proses pelaksanaannya, terjadi beragam permasalahan sehingga hukum tidak bisa

begitu saja ditegakkan.

Faktor- faktor sosial budaya, kondisi psikologis, tendensi politik dan berbagai

kepentingan individu serta kelompok sering mempengaruhi penegakan hukum.

Menurut Soerjono Soekanto, masalah pokok penegakan hukum terletak pada

faktor yang mempengaruhinya, faktor tersebut mempunyai arti yang netral, faktor

faktornya adalah sebagai berikut :34

1. Faktor hukumnya sendiri, yang dimana hanya dibatasi pada undang undang
saja. Aturan hukum ini merupakan titik awal dalam proses penegakan hukum.
Bisa dikatakan aturan inilah yang menjadi pedoman bagi aparat penegak
hukum.

2. Faktor penegak hukum dimana pihak-pihak yang membentuk maupun
menerapkan hukum.

3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. Maksudnya
adalah ketersediaan sumber daya pendukung dalam proses penegakan hukum.

4. Faktor masyarakat, dimana lingkungan hukum tersebut berlaku dan
ditetapkan. Faktor ini juga meliputi kepercayaan dan pemikiran masyarakat
terhadap aparat penegak hukum.

5. Faktor kebudayaan, dimana sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang
berdasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Dalam kaitannya
dengan penegakan hukum, faktor kebudayaan memengaruhi bagaimana
perilaku masyarakat sebelum dan setelah mengetahui norma yang ada.

34 Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta, Rajawali
Pers, 2007.
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III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang dipakai dalam penelitian skripsi ini adalah pendekatan yuridis

normatif dan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif adalah

pendekatan yang dilakukan dengan cara mempelajari konsep-konsep, teori-teori

serta peraturan perundang undangan yang berhubungan dengan permasalahan

yang diangkat.35

Pendekatan yuridis empiris adalah pendekatan yang dilakukan untuk mempelajari

hukum dalam kenyataan atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang

dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi dengan

maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta dan data yang dibutuhkan,

setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi

masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah. 36 Dalam

penelitian ini, penulis berusaha menemukan bagaimana kedudukan lie detection

dalam mengungkap tindak pidana pembunuhan berencana dalam tahap penyidikan

dan menemukan faktor penghambat penerapan lie detection sehingga dapat

ditemukan solusi yang tepat.

35 Bambang Sunggono, 2006,Metode Penelitian Hukum, Rajawali Pers, Jakarta hlm. 75.
36 Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Jakarta, Sinar Grafika, 2002, hlm. 15
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B. Sumber dan Jenis Data

Metode penelitian yang dapat dipergunakan untuk memperoleh data guna

menyusun skripsi ini sebagai berikut :

1. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian

yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti.37 Data yang dimaksud dari

penyidik Kepolisian Daerah Lampung.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan 38 dan

menelusuri literatur-literatur yang berhubungan dengan masalah yang disesuaikan

dengan pokok permasalahan yang ada dalam skripsi ini. Jenis data sekunder

dalam skripsi ini terdiri dari bahan hukum primer yang diperoleh dalam studi

dokumen, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier, yang diperoleh melalui

studi literatur. Adapun data sekunder terdiri dari :

a) Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, dan terdiri

dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang

Hukum Acara Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Peraturan

Kapolri Nomor 10 Tahun 2009 tentang Tata Cara dan Persyaratan Permintaan

Teknis Kriminalistik Tempat Kejadian Perkara dan Laboratoris Kriminalistik

Barang Bukti kepada Lab Forensik.

b) Bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum

primer, seperti, rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya

37 Sugiyono, 2016, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, PT Alfabet, Bandung.
38 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat,
Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2010, hlm.13
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dari kalangan hukum.39 Dalam skripsi ini, menggunakan berbagai jurnal hasil

penelitian akademisi hukum dan hasil penelitian terkait kedudukan lie

detection sebagai alat bantu dalam penyidikan.

c) Bahan hukum tersier yaitu yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun

penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder contohnya adalah

Kamus ensiklopedia, indeks, kumulatif, dan seterusnya.40

C. Penentuan Narasumber

Narasumber adalah orang yang memberikan informasi atau keterangan secara

jelas atau menjadi sumber informasi. Keterangan atau jawaban tersebut dapat

disampaikan dalam bentuk tulisan atau lisan ketika menjawab wawancara. Metode

wawancara seringkali dianggap sebagai metode yang paling efektif dalam

pengumpulan data primer, fakta-fakta yang ada dan pendapat (opinion) maupun

saran-saran responden. Narasumber dalam penelitian ini adalah Penyidik di

Kepolisian Daerah Lampung dan Dosen Bagian Pidana Fakultas Hukum

Universitas Lampung. Berdasarkan sampel diatas maka yang menjadi responden

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Penyidik pada Kepolisian Daerah Lampung : 1 Orang

2. Dosen Bagian Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung : 2 Orang

Jumlah : 3Orang

39 Ibid, hlm.13
40 Ibid, hlm.13
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D. Metode Pengumpulan Data dan Pengolahan Data

1. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian dan penulisan skripsi

ini, adalah sebagai berikut :

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan ini ditujukan untuk memperoleh data sekunder dengan cara

membaca, mencatat, mengutip, menelaah, serta dapat mempelajari dan

merangkum data yang berkaitan dengan pokok-pokok permasalahan yang berasal

dari peraturan perundang-undangan dan bahan-bahan pustaka yang berhubungan

dengan penelitian ini.41

b. Studi Lapangan

Penelitian studi lapangan ini dilakukan dengan teknik wawancara secara langsung

kepada pihak-pihak yang bersangkutan dengan maksud untuk memperoleh data

primer serta mendapat gambaran yang jelas tentang pendalaman penelitian ini.

2. Metode Pengelolaan Data

Setelah data yang dikehendaki terkumpul, baik data primer maupun data sekunder

yang diperoleh dari studi kepustakaan dan studi lapangan. Maka data yang telah

diperoleh tersebut di olah melalui prosedur sebagai berikut:

a. Identifikasi Data, dalam hal ini data yang masuk akan diperiksa

kelengkapannya, kejelasannya, serta relevansinya dalam penelitian.

b. Klasifikasi Data, yakni menempatkan data sesuai dengan kelompok-kelompok

yang telah ditetapkan dalam bagian-bagian pokok bahasan yang akan dibahas.

41 Dr.H.Ishaq,S.H.,M.Hum., 2017, Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Thesis,
Disertasi, PT. Alfabeta, Bandung.
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c. Sistematisasi Data, yaitu dengan menghubungkan dan menyusun

penggolongan-penggolongan data secara sistematis menurut tata urutan dalam

ruang lingkup bahasan yang telah ditentukan, dengan maksud untuk

memudahkan dalam menganalisis data sehingga dapat ditarik suatu

kesimpulan.

E. Analisis Data

Untuk memberikan jawaban terhadap permasalahan yang ada dalam data tersebut

perlu dianalisis. Pada penelitian ini data di analisis secara deskriftif kualitatif.

Cara analisis ini adalah dengan memberikan uraian atau menjabarkan dengan

kalimat-kalimat, kemudian disusun suatu simpulan secara deduktif terhadap gejala

dan kenyataan yang ditemukan.
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IV. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan oleh penulis dan telah

dijelaskan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan yaitu sebagai

berikut :

a. Kedudukan lie detection untuk mengungkap tindak pidana pembunuhan

berencana dalam tahap penyidikan adalah sebagai petunjuk yang diatur dalam

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dalam Pasal 184

Ayat 1 KUHAP disebutkan bahwa alat bukti yang sah ialah keterangan saksi,

keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Selanjutnya dalam

Pasal 188 Ayat 1 KUHAP dijelaskan bahwa petunjuk adalah perbuatan,

kejadian, atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu

dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan

bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Berdasarkan

Pasal diatas dapat disimpulkan secara sederhana bahwa lie detection sebagai

petunjuk adalah untuk menggambarkan suatu kejadian atau peristiwa secara

utuh yang dijelaskan oleh keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa.

Hasil dari lie detection dituangkan dalam sebuah surat atau visum et lie

detection yang ditulis oleh seorang ahli psikologi forensik dan apabila di

persidangan hakim belum dapat membentuk keyakinannya maka hakim dapat
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mendatangkan seorang ahli untuk menjelaskan hasil dari lie detection

tersebut. Jadi, kedudukan lie detection sebagai petunjuk dapat dikatakan sah

apabila hasilnya dituangkan melalui surat atau visum et lie detection yang

ditulis oleh seorang ahli. Penggunaan alat tersebut bukanlah sebuah

keharusan namun berupa rekomendasi penyidik dan hanya digunakan jika

saksi dan tersangka diduga berbohong.

b. Faktor–Faktor Penghambat Penerapan Lie Detection Dalam Tahap

Penyidikan meliputi :

a. Faktor Perundang-Undangan

Persoalan yang sering terjadi adalah luasnya lingkup masalah dan tidak

adanya undang-undang yang mengaturnya. Hal tersebut terlihat dari tidak

adanya ketentuan undang-undang yang mengatur jelas mengenai lie

detection. Sejauh ini lie detection hanya diatur dalam Peraturan Kepala

Kepolisian Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 yang tentang Tata

Cara dan Persyaratan Permintaan Pemeriksaan Teknis Kriminalistik

Tempat Kejadian Perkara dan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti

Kepada Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan

Pasal 5 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE yang

menyatakan bahwa Informasi eletronik dan/atau dokumen elektronik

dan/atau hasil cetaknya merupakan perluasan dari alat bukti yang sah

sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia.

b. Faktor Penegak Hukum

Petugas Kepolisian yang berbasiskan pendidikan atau keahlian psikolog,

masih sangat sedikit dan harus terbagi dijajaran kepolisian dimulai dari
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Mabes Polri dan Kepolisian Daerah (Polda) itupun masih berkutat dengan

tugas-tugas umum kepolisian lainnya seperti tes penerimaan anggota polri

dan tes kenaikan pangkat. Pada Polda Lampung, kualitas dari penyidik

kepolisian yang menguasai lie detection masih jauh dari kata optimal. Hal

tersebut dapat dilihat dari jumlah penyidik yang dapat mengoperasikan lie

detection hanyalah satu orang.

c. Faktor Sarana atau Fasilitas

Kurangnya sarana atau fasilitas berupa ruang khusus penyidikan

menggunakan lie detection karena selama ini apabila lie detection

digunakan, ruangan yang dipakai adalah ruang bersama.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan sebagaimana telah diuraikan diatas, maka saran dalam

penelitian ini yaitu :

1. Kedudukan lie detection dalam tahap penyidikan adalah sebagai petunjuk dan

dapat dibawa ke persidangan sebagai keterangan ahli, namun harus ada

peraturan yang lebih jelas mengenai penggunaan lie detection agar kedudukan

lie detection sebagai petunjuk tidak menjadi bias.

2. Hendaknya lembaga kepolisian dapat berfokus pada pencarian anggota polri

yang berbasis psikologi pendidikan karena kualitas dari penyidik kepolisian

yang menguasai lie detection masih jauh dari kata baik. Selain itu, lembaga

kepolisian khususnya Kepolisian Daerah harus menyediakan sarana atau

fasilitas berupa ruang khusus penyidikan yang kedap suara sehingga

penggunaan lie detection dalam tahap penyidikan dapat berhasil.
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Penggunaan lie detection seharusnya bisa lebih dioptimalkan oleh penegak

hukum dan pemerintah karena mengingat bahwa alat tersebut dapat

membantu penyidik dalam membuat terang suatu tindak pidana.

Pengoptimalan lie detection dapat dimulai dari penambahan jumlah alat

tersebut, pemberian basic training terhadap penyidik yang akan

menggunakan lie detection, dan pemberian ruangan khusus di setiap Polda.

Tentunya hal ini memerlukan perhatian yang lebih besar dari pemerintah,

setiap tingkatan penegak hukum, hingga masyarakat.
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